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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi tokoh 

adat dalam menyelesaiakan batas admnistratif formal antar desa maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa  

Dalam mengatasi permasalahan batas administrasi yang belom jelas antar 

desa Lotas dan desa Muke sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah 

desa, hal inilah yang membuat para Tokoh adat mengambil ahli membantu 

masyarakat mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.  Dalam 

penyelesaian masalah ini para tokoh adat dibantu oleh pihak Komnas HAM 

(Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk mengadukan hal ini kepada 

pemerintah daerah, namun hal ini di kembalikan kepada para tokoh adat untuk 

menyelesaikannya.  

Dalam proses penyelesaiannya Tokoh adat meminta masyarakat untuk 

tertib berdomisili namun hal itu tidak diterima karena masyarakat sudah merasa 

aman dan nyaman dengan tempat tinggal serta pemerintah mereka. Oleh karena 

Tokoh adat menghimbau agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan hal ini 

dengan menetapkan norma adat dimana isi dari himbauan itu Tokoh adat meminta 

masyarakat untuk melakukan sumpah makan tanah, dan hal itu ditaati oleh 

masyarakat, karena masyrakat masih menjunjung tinggi adat istiadat. 
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5.2 Saran     

Sesuai hasil kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis 

sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat. 

1. Kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah.  

Apabila kedepanya ingin melakukan pemekaran diharapkan pemeritah 

lebih memperhatikan aspek-aspek fundamental dalam hal ini 

kebutuhan masyarakat baik dalam efektifitas pelayanan dengan 

melihat karakter masyarakat sehigga hal seperti ini tidak terjadi lagi. 

Peneliti berharap agar pemerintah desa dan pemerintah daerah 

serta para tokoh adat dengan cepat menyelesaikan persoalan ini agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak baik pada pihak masyarakat.  

2.  Bagi Masyarakat  

Untuk mempunyai keberanian dalam berbicara dan bertindak guna 

memperoleh apa yang menjadi hak sebagai masyarakat. Serta 

diharapkan untuk dapat mempertimbangkan solusi yang ditawarkan 

oleh para Toko Adat Dengan adanya keberanian dalam berbicara dan 

bertindak maka tidak akan terjadi hal-hal semacam ini karena 

masyarakat juga perlu memberikan masukan pada pemerintah desa 

dalam penyelesaian permasalahan batas administrasi desa. Sangat 

penting demi terciptanya kesepakatan yang membuat kedua bela pihak 

juga sadar dengan konflik yang terjadi. Peneliti berharap kepada 

Masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik 

dan tidak menimbulkan korban. 
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Perlu adaya kesadaran masyarakat terkait pentingnya 

penertiban peduduk sehingga permasalahan batas administrasi ini 

dapat terselesaikan serta tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. 
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